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PERATURAN DALRAH PROPINST SUMATERA BARAT
MNOMOR . 11 TAHUN 2001

TENTANG
FEMNCEGATAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT
DENGAN RAHMMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

babwa Propinsi Sumatera Barat sebagai Daerah vang memiliki falsafzh Adat
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah perlu dijaga dan dilestarikan nilai-

"~ nilainya ke dahm tztanan norma kehidupan masyaralat;

bahwa pefijjabaran norma yang dimaksud huruf a diwuejudkan dalam upaya
pencegahan dan peimberantasan maksiat!

bahwa berbagai bentuk perbuatan maksiat cenderung mereszhkan dan
menggangoy stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat merusak norma-

- norma agams, adat dan peraturan pcrundang—und’mgan yang berlakuy;

buhwa untuk mengujudkan sebagaimana dimaksud  pada huruf a, b, dan ¢
diatas, perlu diatur pencegahan dan pemberantasan maksial dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomor | Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUEKP)
(diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946);

Undang-undang No. 61 Tahun 1958, (entang Pembentukan Daerah-daersh
Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah
Neomor 29 Tahun 1979;

Undang-undang Nomer 8 Tahun 1931, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
(Lembaran Negara Tahun 198] ‘\fomor 76 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Keschatan (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lf’mbdmn Negara Nomor 3495);
Uncang-undang Nemor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara
Tahun 1997 \Tomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
Undarng-undang Nomor 24 Tahun 1997, tentang Penyiaran;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Dacrah (Lemba-
ran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor

38393, i
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pokok-pokek Pers ( Lembaran



Menelapkan

Negara Tzhun 1999 Nomor {66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
10. Peraturian Pemeriniah Nomer 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Tnstansi Verika! di Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tamba-
aan Lembaran Negara Nomor 3373);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
an Kewenangan Propinsi scbagai Dacrah Otonom (Lembaran N egara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peratu-
ran Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Ran
cangan Keputusan Fresiden;
[3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Ketentuan Pokak Pemerintahan Nagari,

ro

Dengan Persstujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

BA B. {
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Delam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

a. Daerzh adalah Propinsi Sumatera Barat; .

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat ;

c. Gubernuraaalah Gubernur Sumatera Barat;

d. Maksiat adalah setiap tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sesial
kemasyarakatan den melanggar norma-norma agama dan adat, baik
yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan atau belum;

¢. Perzinaan adalah hubungan seksual dilvar ikatan pemikahan, baik dilakukan
dengan suka sama suka, maupun secara paksa oleh salah satu pihak dergan
adanya pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan oleh vang berlainan
jenis kelumin atau sama;

[. Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan
bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai
uang danfatau benda den/atau sejenisnya sebagai taruhan atau menjanjikan
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mengadakan taruhian paik berupa uang dan/atau benda dan/atau sejenisnya,
iermasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu
Bermanan, .

¢ Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkehol dan/atau segala
jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme
tebuh dan mengganggu akal schat,

n. Narkouka dan Psikoiropika dan zat adikal Jainnya adalah zat atau obat yany
berasal dar tanaman aizu bukan tanaman baik sintetis maupun sen sml\,llo,

vang dapat menycebablan penurunan ateu perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

nengurangl sampal menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
keterganiungan, vang dibedakan ke dulam golongan-golongan schaganmana
rerlampir dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psik onopﬂm dan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 temang Markotika.

L Penerbitan dan Penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksint adalah
penerbitan dan penviaran yang menyajikan cerita, gambar, poster Jlan siaran
berbentuk porno dan pornogralt yang bertentangan dengan nilai-nilal agama dan
agat,

BABT

RUANG LINGKUP DAN TUIUAN

|

Pasal 2

(1) Ruang iingkup pencegahan dan pemberantasan maksiat dalam Peraturan Dacrah
it adalah segala bentuk kcgmtan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan
maksiat,

(2)  Kegiatan dan/atau perbuatan maksiat scbagaimana dimaksud ayat (1) dalza
scgala bentuk perzinaan dan tindakan yang mengarah perzinaan, perjudian,
minuman keras, penyalah gunaan narkotika serta obat-obat terlarang dan segalz
bemuk penyiaran dan tayangan porno dan.pomografi;

(3) Dalam ha! kegiatan dan/atau perbuatan maksiat sebagaimana dimalksud avat (2)
wlah diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinagi
tngkatannya maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkannya termasuk
ancaman hukumannya tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

vang lehih tinggl.
Pasal 5
Pengaturan peicegahan dan pemberantasan maksiat ini bertujuan untuk
2. Menerapkan prinsip dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullzh

b. Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan/atau
rerhuetan maksiat;



¢. Mendukung penegaxkan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan
Pe 'uud'\r" ur*danaan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan
maxsiat yang terjadi;

d. \i ningkatkan peran serla masyarakat dalam mencegah dan memberantas
erjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat.

Pasal 4

Pengatwran pencegahan dan pemberantasan serla segala bentuk perbuatan maksiar
lainnya diatur lebil lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB I
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT
Bagian Pertama
Perzinaan .
Pasal 5

(1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan perzinaan;

(2) Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang
mengarah pada terjadinya perzinaan dan tindakan yang merangsang nafsu birahs
yung difakukan dengan gerakan danfatau tidak menutupi bagian tubuh yang
ditarang oleh norma agama dan adat;

(3) Sctiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan
yang merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar, dan narasi dan dalam
bentuk lainnya,

Pasal 6
Setiap orang, pribadi maupun ‘-a.lcmpok dah.mnﬂ menjadi pelindung dalam bentuk
apapun terhadap kegiatan perzinean, baik oknum aparatur sipil/militer maunun
miereka yang memberikan kesempatan untuk perzinaan,

Bagian Kedua

Perjudian

Pasal 7
Sehap orang, pribadi maupun kelompok dilarang membiarkan tempat usahanya

untek perjudian danfuan menyediakan wempat perjudian, yang mengakibatkan
ricluasnya perbuatan periudian,
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Pasal §

Setiap orang danfatau sekelompok orang difurang melakukan tindakan atau
tevhibat dalam satw perjudian, baik schagai pemain maupun membantu lerjadi-
nya perjudian;

Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menggunakan tempat
usaha/tempal inggal sehagai tempal perjudian, ’

Pasal 9

Sctiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam
bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, baik oknum apatur sipil/militer
maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk perjudiam;
Seliap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin perjudian

aengan nama, bentur dan corak apapun,

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian,
sehagal permainan alau kesenangan dengan alasan apapun.

Bagian Ketiga
Minuman Keras, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat terlarang
Pasal 11

Setiap orzng, pribadi maupun kelompok berkewajiban menceaah peredaran dan
enyebarluasan minuman keras, menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan

zat adiktif lainnya ;

Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban menceaah terjadinya

perbuatan meminum minuman keras, penyalahgunaan narkotika, psikotropika

- dan zat adiktif lainnya.

()

)

Pasal 12

Seiiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang meracik, memproduksi,
menyimpan, menjual/memperdagangkanlmenyalurkan, dan memberikan
minuman keras kepada seseorang;

Pemazaian atau penggunaan minuman keras hanya dibolehkan vniuk
kepentingan medis atas resep yang diberikan oleh dokter;
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Pasal 13

(1) Satiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang meracik memproduksi,
mengadakan, memakai, menyimpan, membawa, membuat,
menjual/memperdagangkan dan menggunakan narkotika dan Psikotropika, dan
zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-
uncangan, lanpa sexzin pejabat berwenan o

(2) Setiap nrang, pribadi maupun kelompok dilarang menanam tanaman yang dapat

dijadikan bahan pembuatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau

“sejenisnva:

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin nengedarin
minuman keras, penyalahgunan narketika dan psikotropika serta zat adikiil

lainnya dalam bentuk dan corak apapui,

—
L¥B]
~—

FPasal 14
Setiap erang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung datam bentuk
apapun terhadap kegiatan meminum minuman keras, menyalahgunakan narkotika
dan obat-obat terlarang, baik oknum aparatur sipil/militer maupun mereka yang
memberikan kesempatan untuk kegiatan dimaksud,

dagian Keempat
Penerbitan Dan Penyiaran Yang Merangsang Untuk Berbuat Maksiat

Pasal 15

Setiap penanggung jawab danfatan pemimpin lembaga/Instansi/lnstitusi baik
pemerintah maupun swasta, alaupun perorangan yang dalam bidang kegiatannya
ikut menerbitkan dan menyiarkan serta meledarkan media- massa cetak dan
clektronik, dilarang menyajikan cerita, gambar, poster dan siaran yang bertentangan
dengan nilai-nilas agama dan adat serta mesangsang perbuatan maksiat,

BAB 1V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16
(1) Peran serta masyarakat dajam pencegahan maksiat merupakan hak dan langgung
jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas maksiat;

(2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada
pejabat yang benwenang terdekat dari tem pat kejadian, apabila mengetrhyi
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diduga acanya perbuatan maksiat,
Tika pelaku perbuatan maksiat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka
warga masyarakat wajib menyerahkannya kepada pejabat berwenang terdekat dari
temeat kejadian;

Pejabar yang benwvenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perindungan
Kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini;

Warga masyarakat dapat menvalakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas
Kelalatan atau keferlambatan Pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan
dan perlindungan kepada pelapor;

Tala cara peran sera masyarakat dalam pencegahan maksiat diatur lebih lanjul
dalagm Peraturan Daerah kabupaten/Kota,

Pasal 17

«ap orang, pribadi maepun kelompok mempunyai kewajiban melakukan tindakan
‘cegahan dan pemberantasan terhadap perbuatan maksiat, berupa

Perimgatan kepada setiap orang agar tidak melakukan tindakan maksia,
Mencegah dibukanya Jokasi-lokast atau tempat-tempat yang digunakan untuk
perbuatan maksiar,

Meleporkan kepada perangkat Pemerintah Nogari/Kelurahan, Rukun Warga
(RW} donfatau Rukun Tetangga (RT) apabila terjadi maksiat.

Pasal 18

Perangkat Pemenintzhan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf ¢ setelah meneri-
ma laporan, segera menindak lanjuti laporan warga kepada pihak kepelisian atau
aparat penegak hukum lainnya yang terdekat;

Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui Perangkat
Pemerintah tentang terjadinya perbuatan maksiat, wajib melakukan penindakan;
Kclalatan dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
Dapat dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang beriaku;

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan izin tempat, sarana
atau prasarana uniuk tindakan maksiat danfatau tindakan yang mengarah kepada
maksiat, dalam bentuk dar: corak apapun.

Fasal 19

instansi yang berwenang dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat danfatau
lembaga/badan/instansi yang telah berjasa dalam membantu upaya pencepahan maksiat



BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 20
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan
yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan m aksiat;
Pasal 21
Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimeksud Pasal 20 dizrahkan unuk |
A Mencegah dan memberantas terjadinya dan meluasnya perbuatan maksiat;
b. Melindungi masyaraka( dari segala kemungkinan kejadian yang dapat
menimbulkan gangguan danfatau baheya alas meluasnya perbuatan maksiat,
Mencegah generasi muda terlibat dalam kegiatan perbuatan maksial,
BAB VI
KETENTUAN SANKS]

Pasal 22

—
—
St

Pelangga

ran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BARB 111 Peraturan

Duerah i dapat diancam sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku,

. Pejaoat berwenang yang ‘alai dalam menindak lanjuti laporan anggota masyarakat
rentang tindakan maksiat, dapat dikenai sanks! administratif sesuai peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.



Pasal 24

Peralwan Daerah int mudai berlaku pada tanggal diundangkan.
Apar setiop orang mengesehuvinya, memerintahkan pengundangan Peratoran Dagrah it
denrza penempatannya dalam Lemboran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Podang,
pada langgal ~ . 1% Nopember. 2001

(5 15}\ mmri NS| SUMATERA BARAT

¥ T ““/*Ji.’{"

S "ﬁdl’l’i‘”\i“i‘l’

LEMBARAM DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2001, NOMOR . 35,



PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINS| SUMATERA BARAT NOMOR ... ...
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERTANTASAN MAKSIAT

e

Pencegahan dan pemberantasan maksiat vang diater dalam Peraturan Daerah ini mencakun
verbagal upsya untuk membendung mar akaya perbuatan-perbuatan munkar yang sekarang sering
dizebut dengan Penyakit Masyamkas,  Perbuatan maksiat di dacra hind sudeh mulai meresahkan
masyarakal dan menggangpy keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan telah merusak
sendi-sendi kehidupan masyarakat Minangkabau yang berbasis kepada Adal Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kiwbullah. Bila hal ini tidak segera dilakukan pencegahannya, dikhawatrkan
generast mendatang akan kehilangan budaya : Syarak margate, Adat memakal, Alan: trkambang

Jedl gurw, yang sejak lama Kita junjung Unggi.

dustra ifv tojuan vtama dari dari Peraturan Dacrah ini adalah untuk memperbaiki kerusakan moral
masyarakat pada umumnya dan generasi penerus di daerah ini khususnya. Justru itu pelaksanaan

12

a
i

aturan Dacrah ini, selalu mengacu kepada ajaran agama, norma-norma adat serta Peraturan
Peiundang-undangan yang berlaku, sehingga kerusakan mioral akibat dari berbagai bentuk

perbuatan maksiat segera teratasi.

):"Js _.v 1_; ,I-{f‘ku!"\?

Pasal 1+ hurufa sd. £ Cukup jelas.
huruf ¢ Minuman keras dengan kadar alkohol diatas 5 % (lima TErsen)
huruf h dan i Cukup jelas

Pasal 20 avat (1) Cukup jelas
avat (2) Perbuatan maksiat sangat luas sekali, yaitu semua tindakan dan

perbua.an yang melangsar ajaran agama, norma adat dan keten-
tuan Perundang-undangan yang berlaku. Namun pada PERDA
ini hanya sebatas apa yvang disebut pada fasal 1, heruf d.

avai (3) Culaup jelas,



Pasal 3 hurui'a, b, ¢, dan d Cukup jolas.
Pasal 4 Cubup jelas.
Pasal 5 wyal (1), {2) dan {3) Cukup jelus.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasai 7 Cukup jelas

Pasel & avat (1), (2), (3ydan (4} Cukup jelas

Pasal & ayat (1) dan (2) Cukup jelus
Prsal 1}, Cukup jclas
Pasab Vi avat {1} dan (2) Cukup jelas
Pusab 120 ayal (1) dan {2} Cukup jeias
Pezad 13 vt (1), (2) dan (3) Cukup jelus,

Dasaf 14 Cukup jelas.
Pamad 43 Cukup jelas,

Paset 16 avat (1), (2), {3). (4), (5} dan (6) Cukup jelas
Pasad 17 hurufa, b, danc Cukup jelus

Pasal 18 avin (1), (2),(3), dan {4} Cukup jelus

izal 19 Cukup jelas
Panad 20: Cukup;iclﬂs.
Pasal 21 harula, b, dan ¢ Cukup jelas,
Pasal 22 et (1) dan (2) Cukup julas,
Pasui 23 Cukup jelas.

Pusal 24 - Cukup jelas,



